BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/48/HK /2020
TENTANG

BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN

Menimbang

Mengingat

INOVASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI BULELENG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Bendahara Pengeluaran pada Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2020;

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor S, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016 Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2018 Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269) sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor
786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019
Nomor 68 );

MEMUTUSKAN :

: Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penelitian, Pengembangan dan

Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2020, yang namanya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

: Bendahara sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,;

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2020.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 8 Januari 2020
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;

3. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali di Singaraja;

4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buleleng; dan
S. Yang bersangkutan.
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